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ABSTRAK 

KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN PEGA WAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGA WAI NEGERI 

SIPIL DI KANTOR KECAMAT AN LUBUKLINGGAU BARA TI KOT A 
LlJBUKLINGGAlJ. 

Azhari 
............. @grnail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan dan dampak implementasi 
kebijakan pemberian tambahan penghasilan Pegawai dalam meningkatkan kinerja 
Pegawai Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau. Metode pengumpulan 
data dengan triangulasi data yaitu melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara 
mendalam. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik purposive sampling 
dimana sampling diperoleh dengan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dari 
sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: tingkat kepatuhan masih rendah dilihat 
dari kesadaran akan kedisiplinan dalam bekerja para pegawai, mentalitas para pegawai 
yang berusaha untuk mencapai rasionalitas maksimal yaitu dengan cara menyiasati 
bagaimana absensi penuh tetapi masih bisa bolos, saling menutupi kesalahan dan lain 
sebagainya, secara keseluruhan implementasi kebijakan tersebut belum dapat 
meningkatkan ki11erja pegawai, hat ini dikarenakan kurangnya komitmen para pegawai 
dalam upaya meningkatkan kapasitas diri dan kedisiplinan dalam bekerja, sehingga belum 
terlihat peningkatan yang signifikan dan cenderung terlihat stagnan dalam kinerja 
pegawai. 

Kata Kunci: Kebijakan Tambahan Pengasilan Pegawai, Kinerja Pegawai 
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I ABSTRACT 

RESEARCH OF IMPLEMENTATION OF ADDITIONAL 
INCOME POLICY FOR CIVIL SERVANTS AND CIVIL 
SERVANTS CANDIDATE IN WEST LUBUKLINGGAU 

NUMBER 1 LUBUKLINGGAU CITY 
Azhari 

............. @gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

The purpose of this study is to analyze the implementation, impact, and inhibiting and 
supporting factors in Additional income policy for Employees to improving the 
performance of employee in West Lubuklinggau 1. Data were collected by triangulation 
methods that observation, documentation, and in-depth interviews. The sample in this 
study were obtained by purposive sampling in which sampling is obtained by considering 
the needed information from the sample. The results showed that: the level of compliance 
is still low seen on the awareness of the discipline in the work of the employees, the 
mentality of the officials who are trying to achieve rationality maximum is the way to get 
around how attendance was full but could still absent, each covering up mistakes and so, 
overall implementation of the policy has not been able to improve the performance of 
employees, this is due to lack of commitment of the employees in an effort lo increase the 
capacity of self and discipline in work, so it has not seen a significant increase and tends 
to look stagnant in employee performance. 

Keywords: Additional Income Police for Employees, Employee Performance 

iii 

43056.pdf



PROGRAM P ASCA SARJANA 
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 

UNIVERSIT AS TERBUKA 

PERNYATAAN 

T APM yang berjudul kajian implementasi kebijakan pemberian tambahan 

penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan calon Pegawai Negeri Sipil di kantor 

kecamatan Lubuklinggau Barat I kota Lubuklinggau adalah hasil karya saya 

sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan 

dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan 

(plagiat), maka saya bcrsedia menerima sanksi akademik 

Palembang, 07 Juni 2017 

43056.pdf



UNIVERSITAS TERBUKA 
PROGRAM PASCASARJANA 

PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 

Nama 
NIM 
Program Studi 
Judul TAPM 

PENGESAHAN 

: Achmad Azhari 
: 500045914 
: Magister Administrasi Publik 
: Implentasi Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri 

Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan 
Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau 

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister 
(T APM) Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada: 

Hari/Tanggal 
Waktu 

dan telah dinyatakan LULUS I TIDAK LULUS 

Panitia Penguji T APM 

Ketua Komisi Penguji l?.~!.P.~~~--'·~· ~~·r-vr~ ,{) 
Tandatangan ~.

1

: •••••••••• V -

Penguji Ahli ~ •. 9.t .•. ~!:V}.~f d.t~\'ti, M4\. ~,,. ~ 
Tandatangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

Pembimbing I ~:~:;,~~s. M. Sobri, M.Si ........ . .[( 

Pembimbing II ~:;,~.;;:;:o Purwanto, . S.i ....... Q .. 

43056.pdf



iv 

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM 

Judul TAPM : lmplementasi Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 

Negeri Sipil dan Caton Pegawai Negeri Sipil pada Kantor 

Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau. 

Pcnyusun T APM 
NIM 
Program Studi 

Hari I Tanggal 

Pembimbing I, 

: Achmad Azhari 
: 500045914 
: Magister Administrasi Publik 

: Rabu I 7 Juni 2017 

Palembang. Juni2017 

Menyetujui : 

Pembimbing IL 

Prof. Dr. Kgs. M.Sobri, M.Si Dr. Agus Joko Purwanto. M.Si 

Mengetahu i. 

~:~ 
Ketua Bidang llmu Administrasi Publik 4~~ali't 
Program Magister Administrasi PubliV'. _\Jil~·:. Terlfok~_.""~) 

( .~· "<' /''• ·~,. ·~.;, \_ 

t' 

~ \ 

Dr. Darmanto., M.Ed 
NIP. 19591027 198603 1 003 

'· 

,\' 

Dr. Liestyodon¢"B. lrianto. M.Si. 
NIP. 195812tS 198601 I 009 

43056.pdf



1 

2 
3 

4 

5 
6 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Nama Lengkap 

NIM 

Program Studi 

Tempat Lahir dan Tanggal Lahir 

Jenis kelamin 

Agama 

ACHMAD AZHARI 

500045914 

Magister Administrasi Publik 

Bangka, 20 Agustus 1966 

Laki - Laki 

Islam 

8 Alamat Rumah a. Jal an Raya Tugumulyo No.66 
b. Kelurahan I Desa Simpang Priuk 

c. Kecamatan Lubuklinggau Selatan II 

d. Kabupaten/Kota 

e. Provinsi 

9 Riwayat Pendidikan : 

Lulus SD di SD Negeri 17 Lubuklinggau pada tahun 1980 

Lulus SMP di SMPN 2 Lubuklinggau pada tahun 1983 

Lubuklinggau 

Sumatera Selatan 

Lulus SMA di STM Negeri Lubuklinggau pada tahun 1986 

Lulus S-1 di Universitas Tridinanti Palembang pada tahun 1984 

10 Riwayat Pekerjaan : 

- Tahun 2012 s/d Tahun 2014 sebagai CPNS staf Bagian Umum Setda 
Lubulinggau di Kota Lubuklinggau 

- Tahun 2014 s/d Tahun 2015 sebagai staf Bagian Umum Setda Lubuklinggau di 
Kota Lubuklinggau 

- Tahun 2015 s/d Sekarang sebagai Kasi Trantib Kelurahan Watas Lubuk Durian 
Kecamatan Lubuklinggau Barat I Di Kota Lubuklinggau 

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan 

apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia 

dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil 

pemerintah. 

L ubuklinggau, 2016 

43056.pdf



I 
' I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat 

dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Tu gas Akhir Program Magister (T APM) 

ini. Penulisan T APM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk 

mencapai gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas 

Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, 

mulai dari perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit 

bagi saya untuk menyelesaikan T APM ini. 

Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 

1. lbu Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka 

2. Bapak Dr. Liestyodono B. lrianto, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Terbuka 

3. Bapak Ir. Adi Winata M.Si selaku Kepala Universitas Terbuka UPBJJ 

Palembang beserta seluruh staf 

4. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dosen Pembimbing I <lan I3apak 

Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang selalu 

melimpahkan sikap mendidik dan membimbing kepada penulis untuk mencapai 

suatu keberhasilan di masa depan. 

v 

43056.pdf



' ' I 

I 

5. Bapak Tutor perkuliahan (Prof. Sobri, Dr. Andrieas, Dr. Raniasa, Dr. Ardiyan) 

yang telah mendidik dan membimbing serta membantu penulis selama mengikuti 

pendidikan di Universitas Terbuka 

6. Pemerintah Kota Lubuklinggau atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan 

kepada penulis 

7. Seluruh staf di Kecamatan Lubuklinggau Barat I yang selalu memberikan 

motivasi dan semangat perjuangan dalam menyusun T APM ini. 

. 8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa/i Universitas Terbuka angkatan III Kota 

Lubuklinggau terima kasih atas persahabatan, kebersamaan, serta 

kekompakkannya dalam suka maupun duka. 

I 9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan T APM ini yang 

tidak bias disebutkan satu persatu. 

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa TAPM ini masih 

jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari kesalahan, baik dari segi materi maupun 

penyajiannya. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat 

penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga T APM ini dapat 

menambah khasanah bagi ilmu pengetahuan dan berguna bagi penulis dan pembaca 

semua. Amin ..... . 

vi 

Lubuklinggau, Mei 2017 

Penulis, 

Achmad Azhari 

NIM. 500045914 

43056.pdf



I 
I 

DAFTARISI 

Halaman 

BAB 1 PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang Masalah........................................................................... 1 
2. Perumusan Masalah ................................................................................. 6 
3. Tujuan Penelitian..... .. ................................. ... .......... .. ... .................. ... ... .... 6 
4. Kegunaan Penelitian ................................................................................ 7 

4.1.Kegunaan Teoritis ................................................................................. 7 
4.2.Kegunaan Praktis ................................................................................... 7 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
I. Penelitian terdahulu ..................................................................................... 9 
2. Pengertian implementasi ........................................................................... 1 O 
3. Teori Ripley Dan Franklin .................................................................................... 22 
4. Pengertian Kebijakan ............................................................................................ 23 
5. lmplementasi Kebijakan ............................................................................ 28 
6. Remunerasi ................................................................................................ 33 
7. Model Implementasi Kebijakan yang Dipakai ..................................................... 38 
8. Kinerja Pegawai .................................................................................................... 42 
9. Kerangka Pemikiran ............................................................................................. 45 
10. Operasional V ariabel ............................................................................................ 46 

BAB III METODE PENELITIAN 
1. Desain Penelitian ....................................................................................... 49 
2. Populasi dan Sampel ............................................................................................. 50 
3. Teknik Pengumpulan Data ................................................................................... 51 
4. Metode Anal is is Data ........................................................................................... 53 
5. Temuan Permasalahan................................................. . .......................... 55 
6. Pembahasan .......................................................................................................... 53 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil penelitian .......................................................................................... 55 
2. Kebijak:.m 'Ientang 'Iambahan "Penghasi\an \>egawai.. ......................................... 64 
3. Tahapan kebijakan ..................................................................................... 68 
4. Temuan Permasalahan .............................................................................. 75 
5. Pembahasan Kinerja Pegawai Dengan adanya TPP ............................................. 78 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan ............................................................................................... 86 
2. Saran .......................................................................................................... 87 

DAFT AR PUST AKA ........................................................................................... 88 
LAMP IRAN .......................................................................................................... 89 

iv 

43056.pdf



DAFTAR TABEL 

Tabel 1.1. Data Pegawai di Kecamatan Lubuklinggau I tahun 2015 ..................... 3 

I Tabel 1.2. Data tingkat disiplin pegawai ................................................................ 4 

.. 
i.I! 
' 

Tabel 2.1. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu ..................................... 9 

Tabel 2.2. Pedoman wawancara .......................................................................... 4 7 

Tabel 3.1. Besaran TPP ........................................................................................ 66 

Tabel 3.2. Pengurangan nilai disiplin pegawai ..................................................... 67 

I 
v 

I 

43056.pdf



~, 

I 
DAFT AR GAMBAR 

Gambar 2.1. Kerangka Pernikiran ...................................................................... 46 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi ......................................................................... 64 

.. 
I Gambar 4.2. Wawancara bendahara Carnat ......................................................... 77 

Gambar 4.3. Wawancara Kepala Camat.. ............................................................ 81 

Gambar 4.4. Apel pagi ......................................................................................... 83 

Gambar 4.5. Pelak.sanaan Absen ......................................................................... 84 

vi 

43056.pdf



r I 

' 
DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 21Tahun2014 

" !!! 

~1 

._i 

'~ 

vii 

43056.pdf



~ -----...... 
~~ 

~ 
UNIVERSITAS TERBUKA 

PENDABULUAN 

43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



43056.pdf



54 

BAB JV 

HASlL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Lubuklinggau, Kota Lubuklinggau mencakup 4 (em pat) 

kecamatan, dengan luas wilayah 401,50 Km2 atau 40.150 Ha. Mengacu pada 

Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2004 tentang 

Pemekaran Kota Lubuklinggau dari 49 kelurahan menjadi 72 kelurahan dan 

Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 18 Tahun 2004, tentang 

Pemekaran Kota Lubuklinggau dari 4 kecamatan menjadi 8 kecamatan. 

Kota Lubuklinggau memiliki posisi geostrategis dengan menjadi Kota 

perlintasan jalur tengah Sumatera yang menghubungkan Provinsi Sumatera 

Selatan dengan Provinsi Bengkulu di sisi Barat, Provinsi Lampung di sisi Selatan 

dan wilayah lainnya di bagian utara Pulau Sumatera. Dengan bertemunya 

berbagai arus lalu lintas tersebut, Kota Lubuklinggau menjadi Kota transit atau 

Kota pertemuan berbagai kepentingan sosial, ekonomi dan budaya. Konsekuensi 

logis dari berpadunya berbagai kepentingan tersebut, mengakibatkan Kota 

Lubuklinggau menjadi Kota yang heterogen. Di Kota Lubuklinggau masih 

terdapat beberapa daerah/kawasan yang sulit dijangkau, hal ini dikarenakan 

kondisi morfologi terjal dan kelerengan curam. Kawasan tersebut berada di 

wilayah bagian utara, dan selatan Kota Lubuklinggau. Akses jalan menuju 

kawasan tersebut belum memadai, begitu juga dengan sarana dan prasarana 
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lainnya. Tentang kebijakan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dan calon 

pegawai negeri sipil pada kecamatan lubuklinggau barat l kota lubuklinggau. 

a. Gambaran Umum Kantor Camat Lubuklinggau Barat I Kota. 

Pembentukan Pemerintahan Kecamatan Lubuklinggau Barat I tidak terlepas 

dari proses pembentukkan dan pemekaran wilayah Pemerintahan Kota 

Lubuklinggau yang mana Kecamatan Lubuklinggau Barat I merupakan salah satu 

bagian dari wilayah Kota Lubuklinggau. 

Tahun 2001 dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001 

tanggal 21 J uni 200 l Kota Administratif Lubuklinggau ststusnya ditingkatkan 

menjadi kota Lubuklinggau. 

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 Pasal 13 

tentang pembentukkan Kota Lubuklinggau, telah dibentuk Kantor Kecamatan dan 

Kantor Kelurahan dalam wilayah Kota Lubuklinggau yang diresmikan pada 

tanggal 17 Oktober 2001 dengan wiilayah administratifnya meliputi 4 (empat) 

Kecamatan dan 49 (empat puluh sembilan) Kelurahan. 

Dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, 

Pembangunan dan Pelayanan pada masyarakat secara berdaya guna dengan 

mengedepankan pendekatan kepada masyarakat dan meningkatkan mutu 

pelayanan masyarakat (Public service), maka pada tanggal 18 Oktober 2004 

Kecamatan Lubuklinggau Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu: 

a) Kecamatan Lubuklinggau Barat I 

b) Kecamatan Lubuklinggau Barnt II 
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b. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kantor Camat 

Lubuklinggau Barat I Kota Lubukliniggau. 

1) Visi 

Untuk melaksanakan perencanaan pembangunan perkotaan yang mampu 

mengimbangi laju perkembangan serta tuntutan dan kebutuhan masyarnkat 

sekarnng dan masa mendatang, ditetapkan visi Kecamatan Lubuklinggau Barnt I 

Tahun 2010. 

2) Misi 

Untuk mencapai visi yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi Kecamatan Lubuklinggau Barat I dan Kota Lubuklinggau Tahun 2010, 

ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut: 

a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang jasa; 

b) Memahami dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat; 

c) Membangun kepercayaan dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk 

melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan secara 

mandiri; 

d) Meningkatkan dialog sebagai sumber informasi yang tepat dan terbaik bagi 

masyarakat. 

c. Letak Geografis, Luas \Vilayah dan Jumlah Penduduk 

Kecamatan Lubuklinggau Barnt I adalah salah satu Kecamatan paling Barnt 

dalam wilayah Kota Lubuklinggau merupakan pintu gerbang kota Lubuklinggau 

yang menuju Provinsi Bengkulu. 
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Dengan luas wilayah 55,86 H.a I 558,6 KM2 yang secara Administratif 

berbatasan dengan : 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Barat II 

Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Bengkulu 

Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Bengkulu 

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lubuklinggau Timur II 

Kecamatan Lubuklinggau Barat I saat ini terdiri dari 11 (sebelas) Kelurahan, 

yang terdiri dari 82 Rukun Tetangga (RT) yang berpenduduk 29.495 jiwa (laki­

laki 14.755 jiwa dan perempuan 14759 jiwa) dan I atau 7.340 kepala keluarga. 

a. Togas dan Fongsi Kecamatan 

a) Togas Pokok 

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan operasional di 

bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kemasyarakatan, 

ketentraman dan ketertiban di Kecamatan berdasarkan pelimpahan wewenang 

dari walikota. 

Kedudokan Camat, Pasal 2 : 

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota 

Lubuklinggau. 

2. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah. 
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Tugas Pokok Camat, Pasal 3 : 

Camat mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam 

wilayah Kecamatan. 

Fungsi Camat, Pasal 4 : 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Camat 

mempunyai fungsi : 

I. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembinaan keagrarian dan 

pembinaan politik dalam negeri dalam wilayah Kecamatan; 

2. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan; 

3. Pembinaan ketentraman dan ketrtiban wilayah; 

4. Pembinaan dan pengawasan pembangunan yang meliputi pembinaan dan 

pengawasan bidang perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan 

sosial; 

Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah 

tangga Dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu oleh : 

1. Sekretariat 

2. Seksi Pemerintahan 

3. Seksi Pembangunan dan Masyarakat Kelurahan 

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

5. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum 

6. Kasubag Keuangan 

7. Kasubag Umum 
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e. Tugas Sekretariat 

59 

1. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan 

Kecamatan; 

2. Pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi 

kepegawaian; 

3. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan 

masyarakat; 

4. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan Kecamatan; 

5. Pembinaan dan pengendalian administrasi pelayanan publik penyelenggaraan 

pemerintahan umum di Kecamatan; 

6. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan unit kerja Kecamatan; 

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya 

f. Tugas Kasubag Umum 

1. Melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan dan kepegawaian. 

2. Melaksanakan kegiatan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta 

menyelenggarakan urusan keamanan dan kebersihan kantor. 

3. Menghimpun dan mengelola data perlengkapan serta menyelenggarakan 

analisis kebutuhan per1engkapan. 

4. Menyelanggarakan tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang 

inventaris dan peralatan lainnya. 
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5. Melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan perlengkapan, peralatan 

kebersihan dan ketertiban kantor. 

6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan. 

g. Tugas Kasubag Keuangan 

1. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran 

Dinas. 

2. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan. 

3. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

4. Melaksanakan pengurusan gaji dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

5. Melaksanakan pengurusan pencairan uang dan melaksanakan kontrol keuangan 

secara periodik. 

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 

h. Tugas seksi Pemerintahan 

I. Melaksanakan urusan pemerintahan umum; 

2. Menyiapkan bahan dan menyusun program teknis pembinaan pemerintahan 

Kelurahan/desa, pembinaan keagrarian, dan pembinaan kegiatan 

kependudukan; 

3. Menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka pembinaan Sosial 

Politik, Pemilu, Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa; 

4. Menyiapkan bahan guna pengusulan penetapan/perubahan ketetapan pajak 

bumi dan bangunan; 

43056.pdf



61 

5. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pengusulan pemekaran, penyatuan, dan 

penghapusan Keluraahan/Desa; 

6. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Carnat sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

i. Tugas Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan/desa 

1. Mengumpulkan bahan penyusunan pedornan dan pwtunjuk teknis pernbinaan di 

bidang pembangunan perekonomian Kelurahan/Desa, produksi dan distribusi; 

2. Menyiapkan bahan penyusun program pembinaan lingkunga hidup; 

3. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan program pernbangunan di 

kelurahan/Desa dan bantuan pembangunan pada Kelurahan/Desa 

4. Menyusun bahan pernbinaan pelaksanaan upaya pengetesan kemiskinan dan 

pembinaan dalarn rangka rnrnernajukan usaha rakyat dalarn bidang usaha 

kerajinan,perdagangan dan perindustrian; 

5. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Camat sesuai dengan bidang 

tugasnya; 

j. Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

1 . Meyiapkan bahan dan meyelanggarakan pernbinaan ketentrarnan dan ketertiban 

um urn; 

2. Menyiapkan bahan pedornan dan petunjuk teknis pembinaan ketentraman dan 

ketertiban di bidang sengketa tanah 

3. Menyiapkan bahan penyusun program pernbinaan Polisi Pamong Praja di 

tingkat Kecamatan; 
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4. Menyiapkan bahan dan kordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka 

pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan perizinan di wilayah Kecamatan; 

5. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Camat sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

k. Tugas Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum 

1. Meyiapkan bahan penyusunan program pembinaan di bidang ke agamaan 

,bantuan sosial,peranan wanita,kepemudaan,dan olahraga,pendidikin dan 

kebudayaan,serta kesejahteraan masyarakat; 

2. Menyusun program dan maelaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan 

kekayaan dan investari Kelurahan;Desa,sarana dan prasarana fisik pelayanan 

umum,kebersihan dan kesehatan masyarakat; 

3. Menyiapkan bahan pembinaan dan kordinasi dengan instansi terkait dalam 

rangka proses perizinan sarana kesehatan dan pemanfaatan sarana pelayanan 

um urn; 

4. Menyiapkan bahan kegiatn dan kordinasi denagn Instansi terkait dalam rangka 

pencegahan bencana alam dan usaha penanggulangan akibat bencana alam; 

5. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis serta kordinasi dalam rangka 

kegiatan pembibingan dan penyuluhan sosial; 

6. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Camat sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
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Sekretaris Camat 

. 
Sub Bagian 

Keuangan 

Seksi 

Ketentraman 

dan 

Ketertiban 

Peraturan Walikota Nomor 21 tahun 2014 merupakan perubahan atas 

peraturan walikota nomor 50 tahun 2013 peraturan yang mengatur pokok-

pokok tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Kota 

Lubuklinggau dalarn rangka peningkatan kesejahteraan,motivasi kerja serta 

disiplin pegawai berdasarkan pertirnbangan yang objektif dengan 

menyesuaikan kernarnpuan keuangan daerah. Hal - hal yang terkandung di 

dalam Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2013 ini adalah: 

I 
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I. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang 

diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota 

Lubuklinggau oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau diluar gaji dan tunjangan 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai berdasarkan 

peraturan perundang - undangan. 

a. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk 

- Meningkatkan kinerja PNS dan CPNS 

- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 

- Meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS 

- Meningkatkan disiplin kerja PNS dan CPNS (Bab I Pasal 2) 

2. Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan berdasarkan Beban Kerja, tempat 

bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan 

objektif lainnya. 

3. Perhitungan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS dan CPNS 

ditetapkan dengan Keputusan Walikota (Bab V Pasal 8ayat 2) (Keputusan 

Walikota Lubuklinggau Nomor 59/KPTS/HK/2015) 

Hal - hal yang terkandung di dalam Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 

59/KPTS/HK/2015 ini adalah: 

Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau oleh Pemerintah Kota 

Lubuklinggau terhitung mulai bu Ian J anuari 2015 sesuai dengan tingkat Golongan 

dan Eselon sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 
Tabel Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil clan Calon 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemermtah Kota Lubuklm!!~rnu. 

65 

I No Pangkat/Gol Besaran l 
CPNS ! 

Golongan I Rp.540 000 (80% X Rp.540 000) 

Golongan II Rp.625 000 (80% X Rp.625.000) 

Golongan III Rp.810.000 (80% X Rp 810 000) 

2. PNS Non Eselon 

Golongan I Rp. 540.000 

Golongan II Rp 625 000 

Golongan III Rp. 810.000 

Golongan IV Rp. 1080.000 

3 PNS Struktural 

Eselon V Rp 720 000 

Eselon IV.B Rp. 855.000 

Eselon IV.A Rp 1. 080. 000 

Eselon III B Rp. 1800 000 

Eselon III.A Rp. 2.700.000 

Eselon ILB 

Staf Ahli Rp 4.950.000 

Asisten Sekda Rp. 6.750.000 

l Kepala SKPD Rp. 4.950.000 

Tambahan sbg PPKD/BUD Rp. 1.800.000 

Koordinator Perencanaan Rp. 1.800.000 

I 
Koordinato APIP Rp. 1.800.000 

I Eselon II.A I Rp. 10.000.000 

Sumber: Data Skunder, 2016 
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1. Penerimaan Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri 

Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota 

Lubuklinggau dibayarkan sesuai dengan perhitungan tingkat disiplin 

kerja pegawai. 

2. Pada Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 50 Tahun 2013 

dijelaskan bahwa jika pegawai negeri sipil yang melakukan tindakan 

pelanggaran disiplin pegawai seperti yang tertulis pada Bab II Pasal 2 

akan diberikan sanksi sesuai dengan Lampiran Keputusan Walikota 

Lubuklinggau Nomor 59/KPTS/HK/2015 tentang Tabel Pengurangan 

Nilai Disiplin Pegawai (NDP) di Lingkungan Pemerintah Kota 

Lubuklinggau sebagai berikut : 

Tabel 3.2 
Tabel Pengurangan Nilai Disiplin Pegawai (NDP) Di Lingkungan 

Pemerintah Kota Lubuklinggau. 

Nilai 
No Komponen Pengurangan 

I Bari 

1 Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan 100%/Hari 

2 Tidak Mengikuti Apel Pagi 10%/Hari 

" Izin Sakit Tanpa Keterangan Dokter 15%/Hari .) 

·-

4 
Izin Tidak Masuk Kerja Urusan Keluarga I 20%/Hari 
Pribadi 

5 Tidak Apel Sore 10%/Hari 

6 Izin Sakit dengan surat keterangan dokter 0 

)1 Keluar Kantor diluar jam dinas 0 

Somber: data skunder, 2016 

I 
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3. Tahapan Kebijakan: 

a. Penyusunan Agenda 

67 

Kota Lubuklinggau yang telah menetapkan tunjangan kesejahteraan serta 

daerah lain yang akan memberlakukan kebijakan pemberian tunjangan 

kesejahteraan, mak:a harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Aspek hukum sebagai dasar yang dipakai dalam acuan penetapan pemberian 

tunjangan kesejahteraan daerah hendaknya mengacu kepada aturan perundangan 

yang baru di bidang pengelolaan keuangan daerah yakni Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nornor l 05 tahun 

2000 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keprnendagri Nomor 29 tahun 

2002. Agar dapat melaksanakan secara benar dari kedua aturan diatas maka 

daerah hams berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 26 

tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah tahun anggaran 2007. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

merupakan payung dan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalarn rnernberikan 

sejumlah tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipilnya. Dimana pada 

peraturan ini pasal 63 Ayat (2) berbunyi "Pernerintah daerah dapat memberik:an 

tarnbahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan 

pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kernampuan keuangan daerah 

dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan".Sedangkan dalarn pasal penjelasannya yang dimaksudkan 
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dengan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dalam 

rangka peningkatan kesejahteraan pegawai adalah berdasarkan prestasi kerja, 

tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi. 

3. Penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dimaksud telah 

diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I 3 Tahun 2006 yang 

mengatur tentang penganggaran bagi tambahan penghasilan bagi pegawai negeri 

sipil daerah yang terdapat pada Lampi ran A. V1II dengan Kode Rekening Belanja 

Daerah pada Kode Rekening 5.1.1.02 bab Tambahan Penghasilan PNS dengan 

kriteria: a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja b. Tambahan 

penghasilan berdasarkan tempat bertugas c. Tambahan penghasilan berdasarkan 

kondisi kerja d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi e. 

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 

4. Kepala Daerah dihimbau segera dapat menetapkan standar dan kriteria 

tambahan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah 

sebagai penjabaran Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Sejalan dengan itu dalam 

penetapan belanja pegawai, kepala daerah diharap memperhatikan hal-hal berikut: 

a) Besamya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah agar 

mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 

Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 

b) Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas PNS dan tunjangan jabatan 

struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
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c) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas Pegawai Negeri 

Sipil Daerah, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak menerima 

tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau yang 

dipersamakan dengan tunjangan jabatan, diberikan Tunjangan Umum setiap 

bulan. Besamya Tunjangan Umum dimaksud agar berpedoman pada Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum 

Bagi Pegawai Negeri Sipil; 

d) Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada 

APBD agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 

tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi 

Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Keputusan 

Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 

616.A/MENKES/SKBNI/2004 Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarip 

Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya 

di Puskesmas dan di Rumah Sakit Daerah; 

e) Dal am merencanakan belanja pegawai supaya diperhitungkan "accres" gaJ1 

paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi 

adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan 

penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi; 

t) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD, BUMN, atau 

unit usaha lainnya, pembayaran gaji dan penghasilan lainnya menjadi beban 

BUMD, BUMN, atau unit usaha yang bersangkutan; 
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g) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang 

Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah 

Daerah tidak diperkenankan mengangkat pegawai honorer/ pegawai harian 

lepas/pegawai tidak tetap. Pemberian penghasilan bagi pegawai honorer/pegawai 

harian lepas/pegawai tidak tetap yang sudah ada dianggarkan menyatu dengan 

program kegiatan yang melibatkan pegawai dimaksud yang besarnya ditetapkan 

dengan keputusan kepala daerah berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran; 

h) Pemberian honorarium bagi PNS supaya dibatasi dengan mempertimbangkan 

asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, 

yang besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 

b. Formulasi Kebijakan 

Kegiatan Yang Dilakukan adalah sebagai berikut Walikota Lubuklinggau 

melemparkan usulan kepada Pejabat Eselon II (dalam sebuah rapat). Isi usulan 

tersebut adalah: 

1. Menghapuskan honor-honor proyek dan kegiatan di lingkungan pemerintah 

kota Lubuklinggau. 

2. Mengumpulkan honor-honor yang tersebar di seluruh dinas/badan di 

lingkungan pemerintah Kota Lubuklinggau. 

3. Membagikan secara proporsional honor-honor tersebut kepada seluruh 

pegawai di lingkungan pemerintah Lubuklinggau dalam bentukTunjangan 

Dae rah. 

Pembahasan atas usul Walikota, dilakukan oleh Walikota, Wakil Walikota dan 

Pejabat Eselon II. Isi pembahasan meliputi: 
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a. Pencarian Dasar hukum pemberian tunjangan daerah ( dalam bentuk Undang­

undang maupun Peraturan Pemerintah). Dasar hukum ditemukan, yaitu PP No. 

105 Tahun 2000, khususnya Pasal 29 ayat 2, yang berbunyi: Pegawai Negeri Sipil 

Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang 

obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh 

persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

b. Penyadaran (sosialisasi) kepada pegawai di lingkungan Pemerintah 

Lubuklinggau sehubungan dengan kerelaan dalam melepaskan honor dan diganti 

dengan tunjangan kesejahteraan. 

c. Menghitung jumlah honor-honor di seluruh dinas/badan yang dibagikan pada 

tahun 2004. Pada Tahun 2004, terhitung 14,7 Miliar honor-honor yang tersebar di 

seluruh instansi dalam lingkungan Pemkot Lubuklinggau yang dibagikan ke 

sebagian kecil pegawai. 

d. Melakukan pendistribusian secara proporsional nilai honor 14,7 Miliar tersebut 

kepada seluruh kelompok pegawai di lingkungan Pemkot Lubuklinggau. 

e. Mempersiapkan dasar hukum Tunjangan Daerah Kota Lubuklinggau dalam 

bentuk SK Walikota.Waktu yang dibutuhkan dalam pembahasan Tunjangan 

Daerah lebih kurang 6 bulan. 

f. Walikota menyampaikan usul kepada DPRD mengenai hasil pembahasan 

Tunjangan Daerah di Tingkat Pemerintah Kota untuk minta persetujuan DPRD. 

g. DPRD mendiskusikan dan menyetujui usulan Walikota mengenai penetapan 

Tunjangan Daerah di Lingkungan Pemkot Lubuklinggau DPRD setuju karena 
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pada dasarnya pemberian tunjangan daerah tidak menambah anggaran pada 

APBD, bentuknya hanya pengalihan penggunaan saja, yang sebelumnya dalam 

bentuk honor menjadi tunjangan daerah. 

Masalah yang Dihadapi dalam perencanan kebijakan tambahan 

penghasilan PNS di Kota Lubuklinggau: 

1. Resistensi dari sebagian kecil pegawai pada awal ide penghapusan honor 

disampaikan oleh Walikota. Hal tersebut terjadi karena pegawai tersebut akan 

kehilangan sebagian sumber pendapatannya dengan pengganti (tunjangan daerah) 

yang relatif kecil bila dibandingkan dengan honor yang mereka terima 

sebelumnya. 

2. Kurangnya pengetahuan dan bench mark dalam rangka merencanakan program 

tunjangan daerah, karena Kota Lubuklinggau merupakan salah satu pemula dalam 

program pemberian tunjangan kesejahteraan ini. Hal ini berakibat waktu yang 

dibutuhkan dalam pembahasan cukup lama. 

Solusi Masalah dalam perencanan kebijakan tambahan penghasilan PNS di 

Kota Lubuklinggau 

1. Walikota melakukan sosialisasi secara intensif dan tegas sampai sebagian kecil 

pegawai (pejabat) yang semula resisten terhadap usulan penggantian honor 

menjadi tunjangan daerah bisa menerima secara ikhlas keputusan tersebut. 

2. Melakukan kajian sendiri dengan mencari sumber-sumber data yang relevan. 

Dalam melakukan kajian ini, Walikota terlibat langsung. 
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c. Implementasi 

1. Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Daerah Tahun 2015 (Januari- Desember) 

Penerapan TKD pada tahun 2015 masih didasarkan atas penilaian kinerja disiplin 

pegawai terutama disiplin kerja yang lebih difokuskanpada kehadiran pegawai. 

2. Diskusi dengan DPRD mengenai keabsahan dan dasar hukum pelaksanaan 

pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Kota Lubuklinggau, DPRD Kota 

Lubuklinggau menyetujui dan mendukung pemberian TKD kepada aparatur 

Pemkot Lubuklinggau. 

3. Pemberian tunjangan kinerja daerah (TKD) tahun 2015 berdasarkan 

aspekdisiplin, inovasi, kerjasama, pemahaman tupoksi, kecepatan kerja 

dankeakuratan kerja, dengan komponen penilaian 60% disiplin dan 40%prestasi 

kerja. 

4. Realisasi Peraturan Walikota Lubuklinggau ke dalam APBD Tahun Anggaran 

2015. 

5. Mempersiapkan dasar hukum dalam bentuk Peraturan Walikota Lubuklinggau 

tentang Tunjangan Kinerja Daerah (TKO) Tahun Anggaran 2016. Pemberian 

Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) tahun 2015 berdasarkan komponen penilaian 

30% disiplin dan 70% prestasi ke~ja (inovasi,kerjasama, pemahaman tupoksi, 

kecepatan kerja, dan keakuratankerja). 

6. Realisasi Anggaran TKD Tahun 2015 ke dalam APBD Kota Lubuklinggau 

Tahun Anggaran 2016. 

7. Dengan berlakunya TKD, segala macam bentuk honorarium di lingkungan 

Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk PNS dan CPNS ditiadakan kecuali 
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ditentukan khusus lainnya oleh kebijakan, peraturan perundangan yang 

berlaku,atau oleh suatu surat keputusan dari Kepala Daerah. 

5. Temuan Permasalahan 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan hasil rekonstruksi ditemukan 

beberapa temuan permasalahan Implementasi tentang Kebijakan Tambahan 

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada 

Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau . 

. Adapun pennasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut : 

3. masih rendahnya tingkat kesadaran akan kedisiplinan dalam bekerja para 

pegawai membuat kebijakan ini masih belum optimal. 

pelaksanaan Kebijakan Walikota Lubuklinggau nornor 50 tahun 2013 tidak 

meningkatkan kinerja para pegawai secara signifikan. Hal ini ditinjau dari tingkat 

kepatuhan pegawai terhadap peraturan, pelaksanaan peraturan secara rutin dan 

kinerja yang tidak meningkat. 

4. Hasil Analisis 

Kinerja Pegawai di Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau 

dianalisis dengan teori Ripley and Franklin yaitu: 

a. Pada Aspek Tingkat kepatuhan 

masih rendahnya tingkat kesadaran akan kedisiplinan dalam bekerja para 

pegawai membuat kebijakan ini masih belum optimal. Penerapan kebijakan ini 

rnasih hanya sebatas formalitas saja. Artinya toleransi terhadap pegawai yang 

kurang disiplin masih tinggi. Indikasi melemahnya tingkat kepatuhan PNS lainnya 

adalah banyak PNS yang mulai tidak patuh pada atasannya, sering tidak masuk 
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kerja dengan alasan yang macam-macam, mulai dari sakit, melayat ke rwnah 

tetangga, menghadiri undangan perkawinan, atau sekedar keluar kantor untuk 

mencari makan atau belanja. Jika dia masuk kantor, itupun sekedar memenuhi 

absensi utamanya kewajiban apel pagi, dan setelah itu sibuk menghindari 

pekerjaan yang diberikan atasan dengan berbagai alasan. 

b. Pada Aspek Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi 

Pada perspektif kedua ini hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pelaksanaan Kebijakan Walikota Lubuklinggau nomor 50 tahun 2013 sangat 

memotivasi para pegawai untuk bekerja namun tidak meningkatkan kinerja para 

pegawai secara signifikan hal ini disebabkan karena mentalitas para pegawai yang 

berusaha untuk mencapai rasionalitas maksimal yaitu dengan cara menyiasati 

bagaimana absensi penuh tetapi masih bisa bolos, saling menutupi kesalahan dan 

lain sebagainya, tetapi jika dilihat dari rutinitas fungsi ini sebenamya tidak 

mengalami hambatan yang begitu besar yang artinya rutinitas dan fungsi - fungsi 

dari setiap bagian masih berfungsi narnun tidak optimal. 

c. Pada aspek Terwujudnya kinerja optimal 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 

tersebut belwn dapat meningkatkan kinerja pegawai, hal ini dikarenakan 

kurangnya komitmen para pegawai dalam upaya meningkatkan kapasitas diri dan 

kedisiplinan dalam bekerja, sehingga belum terlihat peningkatan yang signifikan 

dan cenderung terlihat stagnan dalarn kinerja pegawai. Kinerja yang terlihat dari 

kedisiplinan pegawai salah satunya rnasih terlihat sangat lemah, dalam beberapa 
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aspek yang menggambarkan kinerja yang baik masih jauh dari harapan seperti 

apel pagi yang tidak baik, absensi yang sering tidak terisi. 

5. Pembahasan 

a. Tingkat kepatuhan 

Tingkat kepatuhan pegawai terhadap peraturan sudah cukup baik dan 

memenuhi unsur - unsur dalam tahap formulasi namun peneliti mengindikasikan 

bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran akan kedisiplinan dalam bekerja para 

pegawai membuat kebijakan ini masih belum optimal. Penerapan kebijakan ini 

masih hanya sebatas formalitas saja. Artinya toleransi terhadap pegawai yang 

kurang disiplin masih tinggi . Hal dipertegas dari hasil wawancara dengan 

Bendahara Camat lubuklinggau sebagai berikut : 

"Kurangnya kesadaran terhadap diri sendiri untuk mematuhi aturan yang 
ada sehingga kepatuhan pegawai sangat minim ditambah /agi selalu ada 
toleransi bagi para pelanggar aturan ini, ini kan berbahaya karena akan 
berpengaruh bagi kinerja keseluruhan organisasi. (Hasil Wawancara Mendalam, 
Maret 2016) 

Gambar 4.2. Wawancara Bendahara Camat 

Pada organisasi pemerintah, kepatuhan yang dibeli dengan gaji, insentif 

maupun uang lembur menjadi kurang relevan. Berbeda dengan organisasi swasta, 
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lemahnya sistem reward and punishment, apalagi sampai berujung pada 

pemecatan, menjadi kendala pemerintah untuk mendapatkan kepatuhan 

pegawamya. Melemahnya tingkat kepatuhan PNS menjadi problem organisasi 

pemerintah semenjak era reformasi yang diikuti dengan paradigma desentralisasi 

melalui pemberlakuan otonomi daerah. 

lndikasi melemahnya tingkat kepatuhan PNS lainnya adalah banyak PNS 

yang mulai tidak patuh pada atasannya, sering tidak masuk kerja dengan alasan 

yang macam-macam, mulai dari sakit, melayat ke rumah tetangga, menghadiri 

undangan perkawinan, atau sekedar keluar kantor untuk mencari makan atau 

belanja. Jika dia masuk kantor, itupun sekedar memenuhi absensi utamanya 

kewajiban apel pagi, dan setelah itu sibuk menghindari pekerjaan yang diberikan 

atasan dengan berbagai alasan. Dampaknya terhadap kinerja tentu saja akan 

meenghambat ketercapaian target atau tujuan yang telah di susun sebelumnya. 

Dengan ketidak-hadiran pegawai selaku pelaku utama pelaksana kebijakan 

tentunya suatu pekerjaan yang telah dirancang dengan baik tidak akan berjalan 

jika tidak ada penggeraknya. 

Hal diatas juga sesuai yang diungkapkan Rivai dan Basri, (2005 :50) 

bahwa Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan 

dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau 

kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama. Target 

tidak akan tercapai jika pegawai tidak berkomitmen dengan apa yang telah 

disepakati bersama. Menurut Prawirosentono, (1999:2 7), salah satu faktor yang 
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mempengaruhi kinerja yaitu disiplin, adalah taat kepada hukurn dan peraturan 

yang berlaku .Jadi, disiplin pegawai adalah kegiatan pegawai yang bersangkutan 

dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia bekerja. 

Mengidentifikasi Motivasi Kerja PNS Guna meningkatkan kinerja 

organisasi pemerintah, pendekatan kepatuhan sebaiknya mulai diganti dengan 

pendekatan komitmen. Komitmen merupakan suatu fungsi dari hati dan pikiran. 

Komitmen mencakup perhatian yang sepenuh hati (caring) dan keterlibatan total 

dari seorang pegawai terhadap pekerjaannya.Seperti diketahui banyak pejabat 

pemerintah selalu berupaya memotivasi pegawai dengan iming-iming insentif atau 

honor, janji melibatkan dalam 'proyek-proyek basah' atau janji promosi jabatan. 

Tidak sepenuhnya salah memang. Tetapi dalam instansi pemerintah, yang 

memiliki sistem penghargaan kurang proporsional, kadang di luar akal sehat atau 

promosi jabatan yang dikuasai oleh orang-orang tertentu, pemberian motivasi 

tersebut cenderung kurang baik dan hanya melahirkan kepatuhan sesaat.Motivasi 

dibedakan menjadi dua yaitu, intrinsic motivation dan extrinsic motivation. 

Kontrak kepatuhan, seperti pemberian honor, insentif, pujian, promosi jabatan 

merupakan contoh-contoh pemberian motivasi yang bersifat ekstrinsik. 

Sedangkan motivasi intrinsik lebih bersifat kepuasan atau kesenangan pribadi 

terhadap basil kerja. Komitmen kebanyakan merupakan basil dari motivasi 

intrinsik. Walaupun demikian, sangatlah naif jika kita menilai hal itu seperti hitam 

dan putih. Adanya keseimbangan tentu saja menjadi sesuatu yang ideal. Kepuasan 

kerja akan berkurang apabila kita mendapat imbalan yang kurang memadai. 

Promosi jabatan juga tidak akan memberikan kepuasan batin jika tempat kerja 
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yang baru tidak sesuai dengan minat, kompetensi atau latar belakang 

pendidikannya. 

Seperti disebutkan diatas, rendahnya kualitas SDM PNS memberikan 

kesulitan bagi para pejabat pelaksana. Akibatnya baik tidaknya kinerja organisasi 

ditentukan oleh kecakapan pimpinannya. Efek negatifnya adalah staf dalam 

bekerja menjadi sangat tergantung pada instruksi pimpinan. Jika pimpinan tidak 

memberikan instruksi atau sedang dinas luar maka PNS cenderung tidak bekerja. 

Insentif dan gaji serta struktur rumit dan cenderung bertingkat juga menyebabkan 

macetnya aliran komunikasi dan informasi antara pimpinan instansi dengan staf 

terbawah. Bahkan masih banyak para pimpinan instansi yang hanya memberikan 

informasi atau kebijakan secara sepotong-sepotong dengan alasan rahasia 

terutama dalam hali motivasi kerja berupa kesejahteraan pegawai . 

Dengan kondisi seperti itu, PNS cenderung bertindak seperlunya saJa, 

tidak mau peduli pada pengembangan organisasi, malas belajar, dan tidak tahu 

pentingnya manfaat hasil kerja terhadap kemajuan organisasi. Tentu saja tidak ada 

kesenangan bekerja bagi PNS sehingga mereka akan cenderung mencari 

kesenangan diluar bekerja. Hal ini menyebabkan komitmen PNS yang rendah 

terhadap unit kerjanya. Jika situasi lingkungan kerja organisasi pemerintah tidak 

diperbaiki maka organisasi pemerintah tetap identik dengan "gemuk, besar, 

lamban dan boros." 

b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi 

Kelancaran rutinitas pelaksanaan Peraturan Walikota Lubuklinggau nomor 

50 tahun 2013 belum menunjukkan suatu kestabilan dan belum mampu 
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meningkatkan kinerja para pegawai secara signifikan hal ini disebabkan karena 

mentalitas para pegawai yang berusaha untuk mencapai rasionalitas maksimal 

yaitu dengan cara menyiasati bagaimana absensi penuh tetapi masih bisa bolos, 

saling menutupi kesalahan dan lain sebagainya, tetapi jika dilihat dari rutinitas 

fungsi ini sebenamya tidak mengalami bambatan yang begitu besar yang artinya 

rutinitas dan fungsi - fungsi dari setiap bagian masib berfnngsi namun tidak 

optimal. Hal ini terlihat dari basil wawancara dengan Kepala Camat sebagai 

berikut: 

"Peningkatan Disiplin kerja dan Kinerja Pegawai di Kecamatan 
Lubuklinggau Barat I Kata Lubuklinggau sudah terlihat membai dengan adanya 
pemberian tambahan penghasifan pegawai. Namun heberapa aspek terlihat 
Kurangnya Kesadaran para pegawai untuk melaksanakan tugas dengan baik dan 
meningkatkan kedispinan pada kinerja pegawai, padahal motivasi dengan adanya 
1P P ini harusnya meningkatkan secara keseluruhan kinerja pegawai, namun 
faktanya beberapa memang hanya menganggap formalitas semata tanpa adanya 
tanggungjawab dari TPP itu sendiri. (Hasil wawancara mendalam Maret 2016) 

Gambar 4.3. Wawancara Kepala Camat 

Secara garis besar rutinitas berjalan seperti biasanya tidak ada perubaban atau 

dampak dari kebijakan ini terbadap rutinitas fungsi , namun dari basil wawancara 

kita dapat mengetahui babwa peran adanya TPP ini belum menunjukkan kinerja 

terbaik dari para pegawai padabal motivasi dengan adanya TPP ini barusnya 
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meningkatkan secara keseluruhan kinerja pegawai, namun faktanya beberapa 

memang hanya menganggap formalitas semata tanpa adanya tanggung jawab dari 

TPP itu sendiri. Kondisi-kondisi ini belum sesuai dengan Undang-Undang No. 43 

Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang didalam pasal 7 nomor 2 

disebutkan bahwa gaji yang diterima Pegawai Negeri harus mampu memacu 

produktivitas dan menjamin kesejahteraannya. Jika gaji saja diharapkan 

memotivasi pegawai maka seharusnya dengan adanya tambahan penghasilan tentu 

kedisiplinan pegawai juga meningkat agar produktivitas kerja meningkat. 

c. Terwujudnya kinerja 

Sikap pegawai terhadap Kebijakan Pemberian TPP ini adalah sebagai 

formalitas semata. Padahal Menurut Masinae (2015) Aturan penerimaan TPP 

sudah diatur dan melalui penilaian sisi disiplin dan kinerja. TPP akan diterima 

bergantung pada capaian masing-masing ASN yang dinilai dari dua indikator 

itu (disiplin dan kinerja). Berdasarkan basil wawancara dengan Sekretaris Carnat 

diperoleh informasi bahwa; 

Sebenarnya Aturan penerimaan TPP sudah diatur dan melalui 
penilaian sisi disiplin dan kinerja. TP P akan diterima bergantung pada 
capaian masing-masing ASN yang dinilai dari dua indikator itu (disiplin 
dan kinerja) . Namun apa yang menjadi permasa/ahan adalah 
penumbuhan sikap tanggung jawab akan apa yang telah diterima pada 
setiap pegawai. Sepertinya TPP hanya akan terus menjadi formalitas 
yang dikejar bukan sesuatu yang meningkatkan kinerja. (Hasil 
Wawancara mendalam, Maret 2016). 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 

tersebut belum dapat meningkatkan kinerja pegawai, hal ini dikarenakan 

kurangnya komitmen para pegawai dalam upaya meningkatkan kapasitas diri dan 
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kedisiplinan dalam bekerja, sehingga belum terlihat peningkatan yang signifikan 

dan cenderung terlihat stagnan dalam kinerja pegawai. Kinerja yang terlihat dari 

kedisiplinan pegawai salah satunya masih terlihat sangat lemah, dalam beberapa 

aspek yang menggambarkan kinerja yang baik masih jauh dari harapan seperti 

apel pagi yang tidak baik, absensi yang sering tidak terisi . Untuk meningkatkan 

kedisipinan para pegawai di kecamatan lubuklingau di haruskan setiap pagi apel 

supaya para pegawai bisa mengikutin aturan yang ada 

Gambar 4.3. Apel Pagi 

Untuk meningkatkan lagi kedisipinan para pegawai diharapkan mengisi daftar 

Absensi kehadiran setiap datang dan sebelum pulang seperti yang terlihat dibawah 

llli 
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Gambar 4. 4. Pelaksanaan Absen 

d. Dampak Pemberian TPP Kepada pegawai 

Seperti diketahui, meskpun jumlah PNS cukup besar, SDM organisasi 

pemerintah secara kualitas dapat dikatakan cukup memprihatinkan. Dengan 

menurunnya tingkat kepatuhan dan pelaksanaan rutinitas fungsi PNS, sangatlah 

wajar bila kinerja organisasi pemerintah menjadi menurun. Meningkatnya jumlah 

keluarga miskin, naiknya harga sembako, distribusi BBM yang terhambat, 

meluasnya endemi flu burung, demam berdarah sampai lambatnya penanganan 

bencana nasional, seperti: meluasnya lumpur Lapindo Brantas, penanganan 

korban banjir, korban gempa dapat dijadikan indikasi lemahnya kinerja 

pemerintah. 

Hasil wawancara mendalam dengan Camat diperoleh basil yakni; 

Kelemahan yang dirasakan berkaitan dengan pemberian tunjangan rm 

adalah jumlah tunjangan jabatan baik struktural maupun fungsional relattf 
lebih besar dibandingkan dengan jumlah besaran gaji pokok yang diterima. 
Fenomena ini menun.jukkan bahwa penghargaan yang diberikan terhadap 
kinerja dan kompetensi pegawai masih kurang. Oleh karena itu tidak heran 
bila melihat banyak PNS yang lebih berorientasi mengejar jabatan dari 
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pada menunjukkan prestasi kerja dan meningkatkan kompetensi. (Hasil 
wawancara mendalam Maret 2016) . 

Dari pembahasan diatas diambil porn penting yaitu dengan adanya 

kebijakan TPP ini tidak begitu berdampak signifikan terhadap kinerja keseluruhan 

namun ada sedikit peningkatan dari tingkat kepatuhan yaitu pegawai jadi disiplin 

masuk kerja, sedangkan rutinitas fungsi ( aspek no 2) rutinitas berjalan seperti 

biasanya tidak ada perubahan atau dampak dari kebijakan ini terhadap rutinitas 

fungsi . Jadi, kondisi-kondisi ini belum sesuai dengan Undang-Undang No. 43 

Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang didalam pasal 7 nomor 2 

disebutkan bahwa gaji yang diterima Pegawai Negeri hams mampu memacu 

produk.1:ivitas dan menjamin kesejahteraannya. Padahal menurut pendapat dari 

Ripley ' Implementasi kebijakan akan berhasil apabila para implementomya 

mematuhi aturan-aturan yang diberikan' . 

43056.pdf



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

85 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan basil penelitian dapat ditarik kesimpulan mengena1 

Implementasi Peraturan Walikota Lubuklinggau nomor 50 tahun 2013 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai 

Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan Kinerja Pegawai di Kecamatan 

Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau dapat disimpulkan bahwa: 

a. Implementasi kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai belum 

mampu meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Lubuklinggau 

Barat I Kota Lubuklinggau, terdiri dari: 

1. Kepatuhan 

Masih rendahnya tingkat kesadaran akan kedisiplinan dalam bekerja para 

pegawai membuat kebijakan ini masih belum optimal. 

2. Kelancaran Rutinitas Fungsi 

belum menunjukkan suatu kestabilan karena mentalitas para pegawai 

yang berusaha untuk mencapai rasionalitas maksimal, hanya menganggap 

formalitas semata tanpa adanya tanggung jawab dari TPP itu sendiri . 

3. Dampak terhadap kinerja 

dengan adanya kebijakan TPP m1 tidak begitu berdampak signifikan 

terhadap kinerja keseluruhan. 
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2.Saran 

Dengan adanya permasalahan pada implementasi Kebijakan Pemberian Tambahan 

Penghasilan, peneliti memberikan beberapa saran; 

1. mengenai tingkat kepatuhan pegawai dalam melaksanakan kebijakan maka 

diharapkan para pejabat yang berwenang lebih mengedepankan aspek 

profesionalitas dalam hal mengawasi tingkat disiplin pegawai, dengan cara 

memberikan reward dan punishment secara objektif sehingga diharapkan 

tercipta kondisi kerja yang kondusuif. 

2. untuk mengatasi permasalahan rutinitas pelaksanaan kebijakan, menurut 

peneliti harus dievaluasi lagi sistem pemberian penghasilan tambahan agar 

pemberian Tunjangan ini dapat memotivasi kinerja pegawai. 

3. untuk masalah terwujudnya kinerja yang diharapkan dari implementasi 

kebijakan pemberian penghasilan tambahan ini sebaiknya lebih ditekankan 

kepada hal pengawasan demi peningkatan tanggung jawab seluruh pegawai 

dalam terhadap suatu kebijakan. 
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Lampiran 1: Pedoman Wawancara 

[Fokus Penelitian Dimensi 

1 

Implementasi 

Kebijakan 

2 

Tingkat 
Kepatuhan 

Kelancaran 
Rutinitas 

Terwujudnya 
kinerja dan 
dampak yang 
diajukan 

Arab Pertanyaan 

3 

ki. Bagaimana Tingkat 
kepatuhan (Transmission) 
pegawai kepada peraturan di 
kantor Kecamatan 
Lubuklinggau Barat I? 

e. Bagaimana Kejelasan 

-

"" "'· 

-

g. 

h. 

lo 
I'- · 

t 

g. 

Tingkat Kepatuhan (Clarity) 
pegawai Kepada peraturan di 
kantor Kecamatan 
Lubuklinggau Barat I? 
Bagaimana Konsistensi 
(Consistency) pegawru 
Kepada Peraturan di kantor 
Kecrunatan Lubuklinggau 
Barat I? 

Bagaimana Kelancaran 
rutinitas Pegawai (Staff) 
pelaksana kebijakan? 
Apakah pegawai tidak 
menemm masaJah-masalah 
yg berarti? 
Bagaimana Kewenangan 
yang dimiliki pelaksana 
kebijakan? 
Fasilitas apa untuk 
menmljang program 
kegiatan? 
Bagaimana kinerja pegawai 
(Sikap Pelaksana) terhadap 
program kegiatan? 
Bagaimana Masalah Staff di 
Birokrasi terhadap program 
kegiatan? 
Bagairnana Sikap pelaksana 
terhadap peraturan ten tang 
Insentif yang diterima? 
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Inform an 

5 

Camat, Sekretaris Camat, 
Kasi Pemerintahan, Kasi 
PMK, Kasi Kesejahteraan 
Sosial, Kasi Trantib, 
Kabid Anggaran Badan 
Pengelolaan Keuangan 
Aset Daerah (BPKAD) 

Camat, Sekretaris Camat, 
Kasubbag Umum. 

Camat, Sekretaris Camat, 
Kasi Pemerintahan, Kasi 

. PMK,Kasi Kesejahteraan 
Sosial, Kasi Trantib 
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Lampiran 2: Hasil Wawancara 

IFokus 

Penelitian 

Implementasi 

Kebijakan 

Dimensi Narasumber 

Tingkat Kepala Camat 
Kepatuhan 

(kepatuhan 
para 
implementr 
dalam 
melaksanak 
an 
kebijakan) 
Kelancaran Bendahara 
Rutinitas Cam at 

( lancamya 
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Basil wawancara Informan 

"K urangnya kesadaran terhadap diri 
sendiri untuk mematuhi aturan yang ada 
sehingga kepatuhan pegawai sangat 
minim ditambah lagi selalu ada toleransi 
bagi para pelanggar aturan ini, ini kan 
berbahaya karena akan berpengaruh bagi 
kinerja keseluruhan organisasi. (Basil 
Wawancara lvlendalam, Maret 2016) 

"Peningkatan Disiplin kerja dan Kiner.fa 
Pegawai di Kecamatan Lubuklinggau 
Baral I Kota Lubuklinggau sudah terlihat 
membai dengan adanya pemberian 
tambahan penghasilan pegawai. Namun 
beberapa aspek terlihat K urangnya 
Kesadaran para pegawai untuk 
melaksanakan tugas dengan baik dan 
meningkatkan kedispinan pada kinerja 
pegawai, padahal motivasi dengan 
adanya TPP ini harusnya meningkatkan 
secara keseluruhan kinerja pegawai, 
namun faktanya heberapa memang hanya 
menganggap formalitas semata tanpa 
adanya tanggung jawab dari TPP itu 
sendiri. (Hasil wawancara mendalam 
Maret 2016) 
Kelemahan yang dirasakan berkaitan 
dengan pemberian tunjangan ini adalah 
jumlah tunjangan jabatan baik struktural 
maupun fungsional relatV lebih besar 
dibandingkan denganjumlah besaran gaji 

I 
pokok yang diterima. Fenomena ini 
menunjukkan bahwa penghargaan yang 
diberikan terhadap kinerja dan 
kompetensi pegawai masih kurang. Oleh 
karena itu tidak heran bila melihat 
banyak PNS yang lebih berorientasi 
men?,ejar jabatan dari pada menunjukkan 
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prestasi kerja dan meningkatkan 
kompetensi. (Hasil wawancara mendalam 
Maret 2016). 

Sebenarnya Aturan penerimaan TPP 
sudah diatur dan melalui penilaian 
sisi disiplin dan kinerja. TPP akan 
diterima bergantung pada capaian 
masing-masing ASN yang dinilai dari 
dua indikator itu (disiplin dan 
ldnerja). Namun apa yang menjadi 
permasalahan adalah penumbuhan 
sikap tanggung jawab akan apa yang 
telah diterima pada setiap pegawai. 
Sepertinya TPP hanya akan terus 
menjadi formalitas yang dikejar 
bukan sesuatu yang meningkatkan 
kinerja. 
Dalam implementasinya, Pemberian TPP 
ini sebenarnya sangat mampu memotivasi 
pegawai kalau dikelola dan di monitoring 
dengan baik oleh atasan. Agar timbu/ 
rasa bertanggung jawab penuh akan apa 
yang mereka terima. Pengawasan 
kinerjalah yang perlu dit ingkatkan. 
Sejauh ini TPP bagi pegawai hanyalah 
sesuatu yang perlu dikejar tanpa 
mempedulikan apa yang harus 
dikerjakan. Semoga kedepan adanya TP P 
ini memang berbanding lurus dengan 
kinerja pegawai. 
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